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KATA PENGANTAR

“Bahasa bisa dipakai untuk menyembunyikan pikiran”- sebuah pemyataan yang menarik
untuk dikaji lebih jauh. Hal tersebut terutama dirasa sangat relevan dilakukan di dunia
penegakan hukum, Dalam konteks ini kagian linguistik, khususnya Linguistik Forensik,
berpotensi berkonwribusi terhadap upaya pencarian dan pengungkapan informasi sahih
tentang suatu kasus pelanggaran hukum melalul serangkaian langkah sistematis analisis data
bahasa (corpus) yang relevan. Diharapkan. dengan mengoptimalkan pengkajian berbagai
moda yang ada. bahusa «alah satunya, kualitas penegakan hukum meningkat dan keadilan
bisa lebih terkawal untuk ditegakkan.

Saat ini ditemukan sejumlah fenomena menarik yang terjadi di dunia penegakan
hukum, khususnya di Unit Reskrim di wilayah hukum Polda Jabar sekaitan dengan
penyidikan tindak pidana berbarang bukti data kebahasaan seperti: (1) maraknya modus
kejahatan dan tindak pidana baru yang berbarang bukti data kebahasaan dan (2) penyidik
_mengalami kesulitan ketika menyusun kasus pusisi perkara pidana penghinaan, pencemaran
nama baik, fitnah, dan pemalsuan sebab kriteria terpenuhinya unsur pidana ini, secara
kcbahasaan, tidak diatur dalam pasal 310, 31 1. dan 335 KUHAP serta Pasal 27 ayat 3 UU
ITE sebagai sumber hukum yang mengatur tindak perkara pidana ini. Kondisi seperti itu
menuntut pendekatan dan aplikasi ilmu pengetahuan modem (dalam hal i linguistik
tforensik) yang secara aksiologis mampu menguraikan perkara pidana berbarang bukti data
kebahasaan secara tuntas.

Untuk itu, Program Studi Linguistik SPs UPI bekerjasama dengan organisasi profesi
Mausyarakat Linguistik Indonesia (MLI) dan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS)
UPI kembali menggelar Seminar Tahunan Linguistik (SETALI) yang ke-4 dengan
mengambil tema Linguistik Forensik wuniuk Keadilan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk
menyediakan ruang bagi para peminat kajian bahasa yang akan mendiseminasikan pemikiran
dan temuan terkait dengan hasil penelitiannya.

Ada 3 kegiatan utama dalam acara SETALI kali ini: Pra-SETALI Senin dan Selasa,
30 - 31 Mei 2016, berbentuk workshop dengan tema .dnalisis Bahasa dari Sudut Pandang
Analisis Forensik, SETALI Rabu dan Kamis, 01- 02 Juni 2016, dengan tema Linguistik
Forensik untuk Keadilan, dan Pasca-SETALI Juma™at, 03 Jum 2016, berbentuk Public
Lecture untuk para peneliti, pengamat, pengajar, dan mahasiswa bahasa dengan tema
Towards Clearer Jury Instruction. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan
terimaksih kepada berbagai fihak, khususnya kepada Anda semua para peserta SETALI.

Tanpa dukungan, kehadiran dan partisipasi Anda dan izin Yang Mahakuasa, tidak
akanada SETALL Akhirul kalam, selamat berdiskusi dan berbagi ilmu serta pengalaman.

Bumi Silinmgi, 27 Jum 2016
Penanggung Jawab,

Dr. Dadang Sudana, M.A.
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MENANGKAP MAKNA UNTUK MEMAHAMI MAKSUD
BAHASA HUKUM

Pranowo
Dosen Program Magister Pendidikan Balasa dan Sastra Indonesia.
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
E-mail: peo! i {REE '__-_Z':':--:: it
HP. 081392535720

ABSTRAK

Ketika undang-undany sudah diundangkan dan diumumkan melalui lembaran negara, setiap orang
diasumsikan sudah memahami pemberiakukan nndang-undang tersebut. Hal ivi berarti. siapa pus
orangnya. entah sudah membaca atau belum. jika melakukan pelanggaran atas undang-undang tersebut,
mereka dapat dikenai Lukunt sesuai dengan bunyi pasal yvang dilangaamya.

Meskipun demikian. ketika seorang pencgak hukum membaca undang-uncang. peraturan, sz
keputusan dan lain-lain. tdak boleh hanya menangkap makna (Kebenaran striiktural) tetapi harus mamp
memahami maksud (jiwa dari pemakaian bahasa terschut). Karena. ketika sescorang bertutur, kadanz-
kadang apa yang dikatakan dengan apa yang dimaksudkan dapat sama tetapi dapat pula berbeda. 1z
demikian sering juga terjadi pada pemakaian babasa hukum. Bunayi-bunyi pasal dalam bahasa hukun
sudah disusun dan divumuskan sedemikian rapa tetapt dalam penerapannya kadang-kadang mas®
memiliki celah dan memberi peiuang untuk ditalsickan berbeda dengan yang dimaksudkan karens
perbedaan konteks.

Para pakar hukum vang sudab terbiasa dengan penerapan hahasa hukumn atau sudah terbizss
melakukan pembelaan terhadap kasus hukumpun kadang-Kadang masih salah tafsir atau sengaja mencas
tafsiran lain untuk menemukan kebenaran hakiki secara yuridis. Hal demikian tentu tidak dapa
disalahkan karena setiap orang berhak memberi tafsivan sesuai dengan kepentingannya.

Para penegak hukum (polisi, jaksa. hakim. atau petugas KPK. dlL) perlu memahami pemakasas
bahasa hukum agar tidak sekedar paham kebenaran secara leksikal dan gramatikal tetapi juga pans=
maksud pemakaian secara kontekstual atas dasar teori pragmatik dan teori analisis wacana. Pemakaiz
bahasa yang hanya terfokus pada makna leksikal atan makna gramatikal sering terjcbak pada kesalah
tafsir jika tidak memahami konteks ketika bahasa itu dihasifkan. Oleh karena itu, untuk menanghs
makna agar dapat memahami maksud dalam bahasa hukum perlu dikaji melalui Analisis Wacana o
Pragmatik karena setiap bunyi pasal dalam bahasa hukum pada hakikamya adalah tindak tutur.

Kata kunci: makna struktural. maksud, analisis wacana. pragmatik .

PENDAHULUAN _

Ada adagium yang mengatakan “lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orars
vang tidak bersalah™. Tentu. pesan yang ingin disampaikan melalui adagium tersebut agar para prast
hukum tidak sala dalam memaknai pasal-pasal dalam hukum vang dapat mengakibatkan keputusss
pengadilan salah dan merugikan pencari keadilan. Adagium seperti itu muncul karena banyaknya pass
dalam bahasa hukum yang memiliki multitalsir.

Kebutuhan kepastian hukum masyarakat semakin mendesak karena itulah semakin banyak procios
hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatil muupun eksekutif. Begitu juga permasalahan hukum »ass
dihadapi oleh masyarakat juga semakin kompleks. Kasus hukum vang ingin ditegakkan oleh penezse
hukum semakin bervariasi. sementara itu hak masyarakat juga harus dilindungi agar tidak ter=s
malpraktik hukum.

PPermasalahan hukum vang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan bermula dari aturan ==
dituangkan dalam produk hukum. Produk hukum diungkapkan dulam bentuk undang-undang, peraturs
pemerintah, sural keputusan. atau dokumen-dokumen hukum lain yang diungkapkan menggunaha
bahasa. Berkaitan dengan pengungkapan produk hukum menggunakan bahasa tidak sekedar agar daps
dipahami maknanya tetapi harus benar-benar mampu menyampaikan pesan yuridis kepada masyarakat.

Para penegak hukumn memiliki tugas yang berkaitan dengan pelaksanaannya, yaitu  penceganss
dan peniitdakan. Berkaitan dengan tugas itu. ideplnya adalah selesai pada tugas pencegahan. Arics
ketika hokum sudah dibuat dan diundangkan. selurub masyarakat dan warga negara- paham coos
menaatinya sehingga terjadi ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Namun, hal ini hams
mustahil karena banvaknva aspek kchidupan vang dijalani oleh masyarakat. Di satu sisi, ada we==
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wasyarakat yang belum melek hukum sehingga secara tidak sengaja melakukan perbuatan melanggar
hukum. Di sisi lain. orang-orang vang sudah melek hukum justru mencari celah dengan cara membuat
watsitan lain untuk melakakan pelanggaran hukum demi kepenumean pribadi.

Berkaitan dengan uraian di atas. makalah i akan menganalisis beberapa pasal Undang-undang
sisdiknas nomor 20 tahun 2003 berdasarkan teori Analisis Wacana dan teori Pragmatik.  Kedua teori
tersebut digunakan karena sama-sama mengkap pemakaian bahasa baik secara tekstual maupun
sontekstual (Yule, 2006: Brown. 1996). Kajian pemakaian bahasa seeara tekstual vang dimaksud adalah
aajion pemakaian bahasa dengan cara memahami makna atas dasar rangkaian kota yang membentuk
Kalimat. Sementara itw. Kajian pemakaian bahasa secara kontekstaal adatah Kajian pemakaian bahasa
antuk memahami maksud dengan mempertimbangkan hal-hal di lwar bahasa tetapi memiliki peranan
sangat besar dalam menenwkan makna (Yule. 2006).

Makna var 2 dimaksud dalam makalab i dibedakan menjadi dua. yaito makna vang terdapat dalam
ranukatan kata menjadi kalimat, dan makna vane ingin disampaikan olel penutur atau penulis (= maksud)
tPranowo. 2013). Berkaitan dengan uratan di atas. permasalahan vang dibahas dalam makalah ini adalah
Chagaimenakah memahamt wekina balasa hukin agor naksd vang ingin disampaikan beitafsir
nggal?”. Permasalahan ini muncu! karena praktik penegakan hukum sering bertalsir eanda sehingga
merugikan masyarakat yang kurang paham hukum.

RAJIAN TEORI

Bahasa hukum merupakan salah satu jenis ragam bahasa ilmiah dengan varian tertentu sesuai dengan
ruang lingkup hukwm. Sebagai salah satu ragam bahasa Hmiah. bahasa hukum memiliki ciri khas yang
berbeda dengan ragam tlmiah bidang lain. seperti 1) penggunaan pilihan kata harus tepat agar tidak
multitalsir, 2) penggunaan frasa harus tepat agar tidak multitafsir. 3) penggunaan kalimat harus baik.
senar. dan santun. 4) penulisan harus mengikuti ejaan bahasa Indonesia vang disempurnakan. dan 5) di
saamping itu, perumusan pasal dan avat dalam undang-undang atau peraturan perundangan harus
berdasarkan konteks yang menjadi latar belakang lahirnya pasal dan avat tersebut (bandingkan dengan
Junaah, 2013). :

Kunci keberhasilan pembuatan bahasa hukum ditentukan oleh seorang perancang “legal drafier”
fIkhwan. M. Said. 2012). Dalam memilih dan menentukan kata dan susunan kalimat vana menghasilkan
ungkapan yang tcpat schagaimana dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang (legisiator). bahasa
hukum  tidak boleh menimbulkan multitatsir bagi subjek dan objek vang melaksanakan hukum. Namun,
seorang dryfter harus memahami perbedaan pengungkapan makna dan maksud melalui pasal atau ayat
vangt disusunnya, .

Suatu kata atau rangkaan kata vang membentuk kesatuan makna disebut  kalimat. Di satu sisi.
miahna suate kalimar melckat pada unsur bahasa pembentuknya. MNamun. harus disadari bahwa unsue-
unsur bahasa yang hanya membentuk kalimat; sering idak mampu mengungkapkan maksud. Makna yang
terkandung di dalam kalimat sering sama dengan unsuy bahasa vang membentuknya. Padahal, kadang-
kadung makna yang terkandung di dalam kalimat bukan yang dimaksud oleh pemakainya.

Di sisi lam. pemakaian baliasa sering tidak dapat dipahami jika hanya menangkap makna vang
terkandung di dalam unsur bahasa. Pemakaian bahasa sering ada yang maknanva berbeda dengan yang
duinginkan oleh pemakainya. Misalnya. ketika seseorang mengatakan “Mengapa lampunyva mati?” dapat
ditafsirkan secara linguistik hahwa kalimat tersebut adalah kalimat pertanyaan. Namun, ketika dicck
kembali kepada penuturnya. ternvata ucapan yang dikatakan oleh penutur tidak bermaksud menanvakan
sebab matinya lampu tetapi perintah agar lampuny a dinvalakan.

Tafsiran maksud sepenti ito tidak menjadi objek kajian linguistik karena penentuny & tidak terdapat
di dalam unsur bahasa tetapi berada pada benak penutur sesvai dengan konteks. Konteks adalah segala
situasi yang melatarbelakangi pemakaian bahasa tetapi berada di lvar bahasa. Dengan kata lain. suatn
wituran mengandung makna dan maksud vang sama tetapi dapat juza makna tuturan berbeda dengan
mahsud penutur. Nah. ketika harus memahami wiuran tetapi tuturan yang dimaksudkan tidak sama
dengan makna, bagi orang yang tidak memahami konteks akan kesulitan menangkap maksudnya.

Kajian bahasa yang melibatkan unsur di dalam bahasa dengan melibatkan unsur di fuar bahasa
tidak dikaji dalam linguistik tetapi dikaji dalam sosiolinguistik atau pragmatik. Meskipun kajian bahasa
dengan mehibatkan unsur di luar bahasa tetapi jika sebatas unsur sosial (honteks sosial) dikaji olch
sosiolinguistik, Misalnya. mturan “Kon wis mari. ah??” (Sudah selesaikah, Anda?) (dialek Malang atau
Tulung Agung ) harus dipahami maknanya berdasarkan konteks masyarakat pemakainva. Tuturan seperti

Linguistik Forensik untuk Keadilan 495
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itn jika dipahami oleh orang Yogyakarta atau Surakarta akan sangat berbeda maknanya dengan yand
dimaksud oleh orang Malang.

Begitu juga tumran “Sa pi piin bole™ bagi masyarakat Jawa atau Sumatia pasti akan lerdenga
aneh. mana mungkin ~Sapi bisa main bola™. Memang. penunir pun juga tidak ingin menyampaikar
informasi bahwa ~Sapi main bola™ tetaps yang dimaksud oleh penutur adalah “Saya pergi man bala”
Kata ~saya™ hanva diucapkan dengan “sa” dan “pergi” hanya diucapkan dengan “pi” sehingga orang yan:
lidak memahami konteks sosialnya orang Atambua — Belu vang suka menyingkat ucapan kata akan terass
aneh {Pranowo. 2015).

Pemahaman kalimat-kalimat dakan bahasa hukum kadang-kadang berbeda-beda antara satu orar-
dengan orang lain. Ada orang yang dengan mudah menanghap makna dalam Kalimat-kalimat baliz:
hukum. tetapi ada orang yang hanya menanchap sedikit dari apa yang diungkapkan. Bahkan. ada pt
orang yang sama sehali tidah mampu menaghap is1 halimat bahasa hukum. Semua itu karena pemahan
erhadap konteks vang melatarbelakangi lahirnya hukum tersebut berbeda-beda (Pranowo, 2015).

PEMBAHASAN

Meskipun bahasa hukum harus dapat dipahami oleh sesama penegak hukum maupun pencari keadi
sebenarnya makna yang disampaikanr itu berada dalam pikiran perancang hukum. Makna tidak dooe
dipahami sekedar memaham simbol-simbol berupa rangkaian kata yang digunakan. Oleh karena
perancang harus melihat hal-hal dibalik kata-kata yang digunakan, dan juga harus mempertimbangs-
kemampuan berkomunikasi masyarakat yang dijadikan sasaran pemakaiannya (konteks).

Makalah ini hamva membahas pemakaian bahasa dalwn beberapa pasal dan ayat dari undesss
undang Sisdiknas no 20 tahun 2003. Dulam undans-undang Sisdiknas ditemukan beberapa pasal dan 2%
vang perlu mendapat perhatian. crhatikan data di bawah ini.

1) Warga negara yang memiliki kelanan fisik. emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak
memperoleh pendidikan ke (bab 1V pasal 3. ayat 2).
) Warsza negaia yang memiliki potensi hecerdasin dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidifar
khusus (bab 1V, pasal 5. axat ).
Pemakaian frasa pendicikan klnsas dalam kedua ayat di atas, apakah harus ditafsirkan sama atzces
harus ditafsirkan berbeda. Pemahaman secara semantik struktural kedua frasa tersebut harus ditafsmsss
sama. Namun. si pembuat pasal pasti tidak bermaksud agar kedua frasa tersebut dipahami dengan mak
vang sama. Kedua pasal tersebut lahir atas dasar dua konteks yang berbeda.

Kontehsnya adalah bahwa pada mulama. fokus pemikiran pendidikan adalah pada anah-27
qormal. Namun. melihat banyaknya anak berkebutuhan. khusus (dalam arti di bawah normal; ==
mungkin anak-anak ini menempuh pendidikan di scholah anak normal, akhirnya lahir pasal baru coo=®
penambahan frasa “pendidikan Khusus™. Pendidikan hhusus yang dimaksud adalah rancangan pesaioss
vang sesuai dan dapat diterapkan untuk anak-anak di bawah normal. "

Konteks yang berbeda muncul masalah pada anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasd S5
anak ini jika dimasukkan ke kelas anak normal juga akan menimbulkan masalah bagi anak norme
Oleh karena itu. anak yang memiliki kecerdasan luar biasa juza harus diakomodasi melalui “pend s
Khusus”. Oleh karena itu, maksud pendidikan khusus pada dua ayat tersebut harus ditafsirkan berbeds

Jika “pendidikan khusus™ ditafsirkan scbagai lawan pendidikan umum, pemahaman e
“pendidikan khusus™ tersebut sudah benar. Namun. bagaimana mungkin anak yang “memilihi oomens
dan bakat istimewa™ harus diberi pendidikan Khusus seperti halnya “anak-anak vang memilik helames
fisik. emosional. mental. intelektual, dan/atau sosial™. Karena dalam pasal tersebut tidak dinyatasss =5
aturan  yang mengatur maksud “pendidikan Khusus™. pengertian “pendidikan khusus™ menjad: @sss
tafsiv™. Agar tidak salah tafsir. seharusnya frasa “pendidikan Khusus™ dibuat .cbih jelas sesua: Gosugs
ko-teks vang mendahuluinya (Brown dan Yule. 1996). Jika bunyi ayat 2 dipertahankan sepers =5
aslinya, ayat 4 akan lebih jelas jika frasa “pendidikan Khusus™ diganti dengan “pendidikan ahse e
schingga bunyi pasal hedua ayat tersebut menjadi:

3) Warga negara vang memiliki kelainan fisik. emosional. mental, intelektual. dan/atau sosial berhax
memperolch prendidikan khusus (bab 1V. pasal 3. ayat 2).
4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendic i«
akselerasi (bab 1V. pasal 5. ayat 4).
Pengertian pendidikan khusus bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, dsb. nc= e
ditafsickan sama dengan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewz =
demikian, pengertian “pendidikaan khusus” tidak menimbulkan salah tafsir atas dasar konteksny = ===
juga, “pendidikan akselerasi” tidak akan dapat diikuti oleh warga negara berkebutuhan khusus & e
anak normal




N
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itu jika dipahami oleh orang Yogyakarta atau Suakarta akan sangat berbeda maknanya dengan yang
dimaksnd oleh orang Malang.

Begitu juga tuturan “Se pi main bola”™ bagi masyarakat Jawa atau Sumatra pasti akan terdenga
aneh. mana mungkin ~Sapi bisa main bola™. Memang. penutur pun juga tidak.ingin menyampaikan
informasi bahwa ~Sapi main bola™ tetapi yang dimaksud olch penutur adalah ~Saya pergt main bola”
Kata “saya™ hanva diucapkan dengan “sa” dan “pergi” hanya divcapkan dengan “pi” sehingga orang vany
tidak memahami konteks sosialina orang Atambua — Belu yang suka menyingkat ucapan kata akan terass
aneh {Pranowo. 2015).

Pemahaman kalimat-kalimat dalam bahasa hukum kadang-kadang berbeda-beda antara satu orans
dengan orang lain. Ada orang yang denzan mudah menanghap makna dalam kalimat-kalimat bahasz
hukum, telapi ada orang yang hanya menangkap sedikit dari apa yang diungkapkan. Bahkan. ada puiz
orang yang sama sekali tidak mampu menagkap isi kalimat bahasa hukum. Semua itu karena pemahamz®
terhadap konteks yvang melatarbelakangi lahimya hakaum tersebut berbeda-beda (Pranowo, 2015).

PEMBAHASAN

Meskipun bahasa hukum harus dapat dipaliami oleh sesama penegak hukum maupun pencari keadiian.
sebenarnva makna yang disampaikan it berada dalam pikiran perancang hukum. Makna tidak dacs
dipahami sekedar memahami simbol-simbol berupa rangkaian kata yang digunakan. Oleh karena 2
perancang harus melihat hal-hal dibalik kuta-kata yang digunakan, dan juga harus mempertimbang::

kemampuan berkomunikasi masyarakat vang dijadikan sasaran pemakaiannya (konteks).

Makalah ini hanva menmbahas pemahaian bahasa dalam beberapa pasal dan ayat dari undanzs-
undang Sisdiknas no 20 tahun 2003. Dalam undang-undang Sisdiknas ditemukan beberapa pasal dan #x =
vang perlu mendapat perhatian. Perhatikan data di bawalt ini.

i) Warga negara yang memiliki kelainan fisik. emosional. mental. intelekwal, dan/atau sosial berhak

memperoleh pendidikon Kinsis (bab 1V pasal 5. ayat 2).

2)  Warga negara yany meniliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidifan

khusus (bab 1V, pasal 3. avat 4).

Pemakaian frasa pendicikan khusus dalam kedua avat di atas, apakah harus ditafsirkan sama awaoeo
harns ditafsirkan berbeda. Pemahaman secara semantik struktural kedua frasa tersebut harus ditafsimss
sama. Namun. si pembuat pasal pasti tidak bermaksud agar kedua frasa tersebut dipahami dengan m=
vang sama, Kedua pasal tersebut lahir atas dasar dua Konteks yang berbeda.

Konteksnya adalah bahwa pada mulanya. fokus pemikiran pendidikan adalah pada anas-
normal. Namun. melihat banyaknya anak berkebutuhan. khusus (dalam arti di bawah normal) s
mungkin anak-anak ini menempuh pendidikan di seholah anak normal, akhirnya lahir pasal baru dorzs
penambahan frasa “pendidikan Khusus™. Pendidikan khusus yaug dimaksud adalah rancangan pendas s
vang sesuai dan dapat ditevapkan untuk anak-anak di bawah normal.

konteks vang berbeda muncul masalah pada anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa. A
anak ini jika dimasukkan ke kelas anak normal juga akan menimbulkan masalah bagi anak norma
Oleh karena itu. anak vang memiliki kecerdasan luar biasa juga harus diakomodasi melalui “pendsisss
khusus™. Oleh karena itu. maksud pendidikan khusus pada dua ayat tersebut harus ditafsirkan berbeda

Jika “pendidikan khusus™ ditafsirkan sebagai lawan pendidikan umum, pemahaman e
“pendidikan khusus™ tersebut sudah benar. Namun. bagaimana mungKin anak yang “memiliki potess
dan bakat istimewa™ harus diberi pendidikan khusus seperti halnya “anak-anak vang memilihi hes

fisik. emosional. mental. intelektual. dan/atau sosial™. Karena dalam pasal tersebut tidak dinyarahas &8
aturan  yang menzatur maksud “pendidikan Khusus™. pengertian “pendidikan Khusus™ menjad S
tafsir™. Agar tidak salah tafsir. seharusnya fiasa “pendidikan khusus™ dibuat .cbih jelas sesua: “enes

ko-teks yang mendahuluinya (Brown dan Yule. 1996). Jika bunyi ayat 2 dipertahankan sepeis =
aslinya, ayat 4 akan lebib jelas jika frasa “pendidikan khusus™ diganti dengan “pendidikan o< ==
schingga bunyi pasal hedua ayat tersebut menjadi
33 Warga negera vang memiliki kelainan fisik. emosicnal. mental, intelektual, dan/atau sosial berhas
memperolel pendidikan Kinsus (bab 1V, pasal 5. avat 2)
4)  Warga negara yang inemiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pesdicican
akselerasi (pab [V, pasal 3. avat4), :
Pengertian pendidikan khusus bagi warga negara yang memilik: kelainan fisik. emosional, dsb. ricas s
ditafsirkan sama dengan warga negara vang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimeva  emas
demikian, pengertian “pendidikaan Khusus™ tidak menimbulkan salah tafsiv atas dasar kontcksny 2 S
iuga, “pendidikan akselerasi” tidak akan dapat diikuti olel warga negara berkebutuhan Khusus & mesis

anal 'r“'\l‘l‘l'lﬁl




|

Permasalahan lain juga dapat diperhatikan pada pasal berikut.
3y Pendidiken sebazzimana dimaksud pada avat (1) dislenggarakon dengan sistem terbuka melalui tatap
muka dandataw melalui jorak joul (bab VI pasal 13, ayat 2,
6) lJenjang pendidikan formal terdici atus pendidikan dasar. pendidikan menengah. dan pendidiRan tnggi {bab
VI, pasal 14).
Pendidikan tinggi termasuk jenjang pendidikan formal. Namun dalam praktikmya. pendidikan jarak jauh
mwk perguruan tingei masii multitaisir. Apakah vang dimaksud “pendidikan jarak jauh™ untuk
pendidikan tinggi harus ditafsiv sama seps i vange dilaksanakan oleh Universitas Terbuka. ataukah dapat
pula ditafsir bahwa pendidikan tinggi lain juga boleh menyelenggarakan pendidikan javak jauh, dalam arti
nembuka “kelas jauh™ Dalam praktikny i, pendidikan kelas jaub persis sama dengan pendidikan jarak
Jauh. Oleh karena iukah. sampay sckarang masih bamak perguruan tingei yang membuka Kelas jaub.

Permasalahan juea muncul pada ay ut berikut:

7)  Setiap warsa negt i yang berusia figith sampai denzan fima belas tahun weilh mengikuti pendidikan dasar
(bab I'V. pasal 6. avat 1)
%) Setiap warga negard yang berusia 6 tanun gopat mengikuti program wajib belajar™ (bab V1L psl 34 ayat L)

Lafsiran kata wajib pada ayat “seliup warga negan vang berusia ffuh sampai dengan lina belas
tahun wejib mengikuti pendidikan dasar”. Talsiran maksud Kata wajib mengandung implikasi bahwa dana
pendidikan untuk anak usia 7 sd. 15 tahun menjadi beban pemerintah. Namun. dalam praktiknya.
pendidikan dasar yang diselenggarakan olch swasta. anak didik tetap harus membayar. lika tafsiran itu
benar. berarti warga negara yang menempuh pendidikan dasar di sckolah swasta dirugikan sccara
finansial.

Bunyi pasal 34 ayat 1) di atas scbenarnya sudah jelas maknama. Numun. dalam praktiknya.
informasi yang sampai pada masyarakat. usia anak w ajib belajar adaiah berusia 7 tahun. Padahal. anak
usia 6 tahun sudah  dapat mengikuti pragram wajib beiajar. Lahirnya pasal 34 ayat 2 tersebut
dilatarbelakanei oleh kenyataan bahwa 1) di dacrah perdesian kadane-kadang jumiah anak yang berusia
7 tahun teclalo sedikit (2) di perdesaan kadang-sadang tidak ada pendidinan TR, (3} anak usia 6 tahun
secara kognitif sudah siap untuk belajar. Dengan tiga latar belakang  sepert: itu. anak usia 6 tahan dapa
menaikuti program wajib belajar. Bahkan. menurut pendapat sava. anak usia 6 tahun seharusnya sudah
dapat dikategorikan “wajib” mengikuti pendidikan dasar.

9) Scbutan guru besar atau profesor hanya dipergunaban seloma yang bersangkutan masih akiif bekerja
sebagai pendidik di perguruan tingg: (pasal 25 ayat 2). x
tika bunyi pasal tersebut benar-benar mengikat. tentunsa tidak ada nama orong vang sudah meninggal
dipergunakan untuk memberi nama jalan dengan scbutan profesor (misainyva: 1. Prof. Dr. Soepomo: J.
Prof. Johanes). Namur. harus disadari bahwa penyebutan gelac tersebut dilatarbelakangi oleh suatu
keinginan nntuk memberi penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan kepada bangsa dan negara kepada
almarhum yang memiliki gelar,

Lahirya suatu undang-undang beserta pasal dan avamnya tidak dapat dilepashan dart konteks (latar
belakang) masyarakat yang membutahkan. Undang-undang yvang batk seharusnya visioner agar memiliki
daya prediksi tinggi sehingga mampu menjawab tantangan masa depan suatu bangsa. Namun, kadang-
kadang keadaan tidak mudah diprediksi sehingga undang-undang dibuat setelah peristiwa terjadi.
KESIMPULAN
Berdasarkan kajian di atas. beberapa pasal dalam Lfm.lamgn_mldmlg Sisdiknas no 20 tahun 2003 dapat

disimpulkan scbagai berikut. ) '
I. Penggunaan frasa dalam undang-undang sisdiknas masih ada vang multitafsir sehingga dapat
membingungkan masyarakat.

" T ; T [ B Al = = =

2. Terdapat pasal yang sosialisasinva kepada masyarakat tilak tuntas sehingga pemahaman masyarakat
terhadap hubungan pasal sato dencan pasal lain tidak Kkomprehensif,

3. Terdapat pasal vang penerapannva tidak dikontrol secara baik sehingga terkesan ada pembiaran
terhadap pelanggaran pasal.

4.

TRILT: - alr ] st . - = i
Lahirmya suatu ilflasal dalam undang-undang atau peraturan selalu berkaitan dengan konteks vang
melatarbelakanginya.
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